
LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS KA WASAN KOPI 

TAHON 2023 REVIS! I 

I. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perkebunan;

c. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

d. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2022 tentang Renana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahunn 2022 - 2024;

e. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 

484/Kpts/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan kedua atas 

keputusan Menteri Pertanian 

259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang 

Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024; 

Nomor 

Rencana Stategis 

f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

40/Permentan/OT.140/ 12/2020 Tentang Organisasi dan Tata 

Kerj a Kementerian Pertanian; 

g. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, 

Peredatan dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan; 

h. Peraturan Menteri Pertanian 

18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang 

Nomor 

Pedoman 

Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani; 

i. Peratur_an Menteri Pertanian Nomor O 1 Tahun 2019 Tentang

Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah

Tanah;

j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang

Pedoman Umum Bantuan Pemerintan Lingkup Kementerian

Pertanian Tahun Anggaran 2023;

k. Keputu'san Menteri Pertanian Nomor

472/Kpts/RC.040/06/2018 Tentang Lokasi Kawasan Pertanian

Nasional;

1. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:

209/KPTS/SR.320/3/2018 Tentang Persyaratan Teknis Minimal

Pupuk An-Organik;

m. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

261/Kpts/SR.310/M/4/2019 Tentang Persyaratan Teknis 

Minimal Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah; 

n. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Tentang Komoditas Tanaman 
















































































